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BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 186 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Banyuasin.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4181);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang ...



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

14. Peraturan ...



14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Négara Reépublik Indoriesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 120; Tambahan kembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan XKeuangan dan Xinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan ...



Menetapkan :

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 Nomor 2);

25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor
133).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.225.148.304.112,71
b. Belanja Rp. 2.439.267.393.088,36

SURPLUS/ (DEFISIT) Rp (214.119.088.975,65)
c. Pembiayaan

a} Penerimaan Rp. 287.319.088.975,65
b) Pengeluaran Rp. 73.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp. 214.119.088.975,65

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. O,-

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran
III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

___Ditetapkan di Pangkalan Balai

—_
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A;Pada tanggal 2 Desember 2019

| NT./ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 2 Desember 2019

) SEKRETARIS DAERAH

"@;BUPATEN BANYUASIN,
\
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v ¥ ““H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 186



Lampiran I Penjabaran APBD 2020
Nomor : 186
Tanggal : 2 December 2010

RANVUASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
; RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
i 2 3
1 PENDAPATAN 2.225.148,304.112,71
1.1 PENDAPATAN ASLI DAFRAH 184.000.411.307, 71
1.%.2 Pendapatan Pajak Daerah 126.025.000, 060 00
1.0.2 Hasil Retribusi Daerah 9.328.194.125,00
$:1.3 Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.411.498.182,71
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.235.719. 000 OO
1.2 DANA PERIMBANGAN 1 549 026.241. 500 00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 194.789.091.50{),0(}
1.2.2 Dana Alckasi Umum 1.003.360.983.000,00
1.2 Dana Alokasi Khusus 350 876 167. 000 Qg
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 492 121 651. 305 OG
1.3.1 Pendapatan Hibah 101.803.600.000, 00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 74.885.488.305,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Ctonomi Khusus 9.556.980.000,00
£:.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5.651.100.000,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya 300.224.483.000,00
2 BELANIA 2.439.267.393.088,36
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.227.001.586.028,68
2.4.1 Belanja Pegawai 767.934.359.462,29
2.1.2 Belanja Bunga 7.600.000.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 23.275.260.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai 424.306.632,090,01
Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.885.394.476 38
2.2 BELANJA LANGSUNG 1 212 265 807 059,68
2,2:.% Befanja Pegawai 53.895.483.000,00
2y Belanja Barang dan Jasa 705.280.659.327,77
2.2.3 Belanja Modal 453.089.664.731,91
SURPLUS / (DEFISIT) (214.119.088.975,65)
3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 287 319 088. 975 65
3.4.% Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 75‘250.438.975,65
3.1. Penerimaan Pinjaman Daerah 212.068.650.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.200.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 13.200.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 60.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 214.119.088.975,65
SISA LEBIM PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

RINGKASAN PENJABARAN APBD Halaman 1




